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TABEL KODE AKUN PAJAK DAN KODE JENIS SETORAN

8.  Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

KODE
JENIS

SETORAN
JENIS SETORAN KETERANGAN

422 PPh Final atas pengungkapan harta bersih
tambahan yang dianggap sebagai penghasilan
dan dikenai Pajak Penghasilan

Untuk pembayaran PPh Final atas pengungkapan
harta bersih tambahan yang dianggap sebagai
penghasilan dan dikenai Pajak Penghasilan

514 SKPKB PPh Final atas harta bersih tambahan
yang diperlakukan sebagai penghasilan

Untuk pembayaran PPh Final atas harta bersih
tambahan yang diperlakukan sebagai penghasilan

515 SKPKB PPh Final atas tambahan penghasilan
dari harta yang belum atau kurang diungkap
Wajib Pajak yang sudah memperoleh Surat
Keterangan Pengampunan Pajak

Untuk pembayaran jumlah yang masih harus
dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Final
atas tambahan penghasilan dari harta yang belum
atau kurang diungkap Wajib Pajak yang sudah
memperoleh Surat Keterangan Pengampunan
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat
(3) Undang-Undang Pengampunan Pajak

516 SKPKB PPh Final atas tambahan penghasilan
dari harta yang belum atau kurang diungkap
Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat
Pernyataan sampai dengan periode
Pengampunan Pajak berakhir

Untuk pembayaran jumlah yang masih harus
dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Final
atas tambahan penghasilan dari harta yang belum
atau kurang diungkap Wajib Pajak yang tidak
menyampaikan Surat Pernyataan sampai dengan
periode Pengampunan Pajak berakhir
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4)
Undang-Undang Pengampunan Pajak

28. Kode Akun Pajak 411313 untuk Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan

KODE
JENIS

SETORAN
JENIS SETORAN KETERANGAN

500 Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan
atas pengungkapan ketidakbenaran

Untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih
harus disetor yang tercantum dalam SPPT atas
pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8
ayat (5) Undang-Undang KUP

501 Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan
atas penghentian penyidikan tindak pidana

Untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih
harus disetor yang tercantum dalam SPPT atas
penghentian penyidikan tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2)
Undang-Undang KUP

510 Sanksi administrasi berupa denda atau
kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor
Perkebunan

Untuk pembayaran sanksi administrasi berupa
denda atau kenaikan, atas pengungkapan
ketidakbenaran pengisian SPOP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8
ayat (5) Undang-Undang KUP

511 Sanksi denda administrasi berupa denda atas
penghentian penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan

Untuk pembayaran sanksi administrasi berupa
denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana
di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP

29. Kode Akun Pajak 411314 untuk Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan

KODE
JENIS

SETORAN
JENIS SETORAN KETERANGAN

500 Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan
atas pengungkapan ketidakbenaran

Untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih
harus disetor yang tercantum dalam SPPT atas
pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8
ayat (5) Undang-Undang KUP

501 Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan
atas penghentian penyidikan tindak pidana

Untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih
harus disetor yang tercantum dalam SPPT atas
penghentian penyidikan tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2)
Undang-Undang KUP



510 Sanksi administrasi berupa denda atau
kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor
Perhutanan

Untuk pembayaran sanksi administrasi berupa
denda atau kenaikan, atas pengungkapan
ketidakbenaran pengisian SPOP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8
ayat (5) Undang-Undang KUP

511 Sanksi denda administrasi berupa denda atas
penghentian penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan

Untuk pembayaran sanksi administrasi berupa
denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana
di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP

30. Kode Akun Pajak 411315 untuk Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk
Pertambangan Mineral dan Batubara

KODE
JENIS

SETORAN
JENIS SETORAN KETERANGAN

500 Pajak Bumi dan Bangunan Sektor
Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan
Batubara atas pengungkapan ketidakbenaran

Untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih
harus disetor yang tercantum dalam SPPT atas
pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8
ayat (5) Undang-Undang KUP

501 Pajak Bumi dan Bangunan Sektor
Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan
Batubara atas penghentian penyidikan tindak
pidana

Untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih
harus disetor yang tercantum dalam SPPT atas
penghentian penyidikan tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2)
Undang-Undang KUP

510 Sanksi administrasi berupa denda atau
kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor
Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan
Batubara

Untuk pembayaran sanksi administrasi berupa
denda atau kenaikan, atas pengungkapan
ketidakbenaran pengisian SPOP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8
ayat (5) Undang-Undang KUP

511 Sanksi denda administrasi berupa denda atas
penghentian penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan

Untuk pembayaran sanksi administrasi berupa
denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana
di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP

31. Kode Akun Pajak 411316 untuk Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk
Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi

KODE
JENIS

SETORAN
JENIS SETORAN KETERANGAN

500 Pajak Bumi dan Bangunan Sektor
Pertambangan untuk Pertambangan Minyak
Bumi dan Gas Bumi atas pengungkapan
ketidakbenaran

Untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih
harus disetor yang tercantum dalam SPPT atas
pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8
ayat (5) Undang-Undang KUP

501 Pajak Bumi dan Bangunan Sektor
Pertambangan untuk Pertambangan Minyak
Bumi dan Gas Bumi atas penghentian
penyidikan tindak pidana

Untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih
harus disetor yang tercantum dalam SPPT atas
penghentian penyidikan tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2)
Undang-Undang KUP

510 Sanksi administrasi berupa denda atau
kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor
Pertambangan untuk Pertambangan Minyak
Bumi dan Gas Bumi

Untuk pembayaran sanksi administrasi berupa
denda atau kenaikan, atas pengungkapan
ketidakbenaran pengisian SPOP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8
ayat (5) Undang-Undang KUP

511 Sanksi denda administrasi berupa denda atas
penghentian penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan

Untuk pembayaran sanksi administrasi berupa
denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana
di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP

32. Kode Akun Pajak 411317 untuk Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk
Pertambangan Panas Bumi

KODE
JENIS

SETORAN
JENIS SETORAN KETERANGAN

500 Pajak Bumi dan Bangunan Sektor
Pertambangan untuk Pertambangan Panas Bumi
atas pengungkapan ketidakbenaran

Untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih
harus disetor yang tercantum dalam SPPT atas
pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8
ayat (5) Undang-Undang KUP



501 Pajak Bumi dan Bangunan Sektor
Pertambangan untuk Pertambangan Panas Bumi
atas penghentian penyidikan tindak pidana

Untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih
harus disetor yang tercantum dalam SPPT atas
penghentian penyidikan tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2)
Undang-Undang KUP

510 Sanksi administrasi berupa denda atau
kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor
Pertambangan untuk Pertambangan Panas Bumi

Untuk pembayaran sanksi administrasi berupa
denda atau kenaikan, atas pengungkapan
ketidakbenaran pengisian SPOP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8
ayat (5) Undang-Undang KUP

511 Sanksi denda administrasi berupa denda atas
penghentian penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan

Untuk pembayaran sanksi administrasi berupa
denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana
di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP

33. Kode Akun Pajak 411319 untuk Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya

KODE
JENIS

SETORAN
JENIS SETORAN KETERANGAN

500 Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya atas
pengungkapan ketidakbenaran

Untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih
harus disetor yang tercantum dalam SPPT atas
pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8
ayat (5) Undang-Undang KUP

501 Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya atas
penghentian penyidikan tindak pidana

Untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih
harus disetor yang tercantum dalam SPPT atas
penghentian penyidikan tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2)
Undang-Undang KUP

510 Sanksi administrasi berupa denda atau
kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor
Lainnya

Untuk pembayaran sanksi administrasi berupa
denda atau kenaikan, atas pengungkapan
ketidakbenaran pengisian SPOP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8
ayat (5) Undang-Undang KUP

511 Sanksi denda administrasi berupa denda atas
penghentian penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan

Untuk pembayaran sanksi administrasi berupa
denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana
di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP
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